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BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR     TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BLITAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,
	Menimbang
	:
	a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar dalam Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.  


	Mengingat
	:
	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang  Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494.);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014  tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik  Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17).


MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BLITAR.
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Blitar.
3. Bupati adalah Bupati Blitar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan.
(2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas:

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Penyusunan Program;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal, membawahi :

1. Seksi Pengembangan Penanaman Modal;
2. Seksi Pengendalian Penanaman Modal;
3. Seksi Pelayanan Pengaduan.
d. Bidang Promosi dan Sistem Informasi, membawahi :

1. Seksi Promosi;
2. Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi;
3. Seksi Pelaporan.
e. Bidang Pelayanan Perijinan I, membawahi:

1. Seksi Validasi Data Perijinan I;
2. Seksi Pemrosesan Perijinan I;
3. Seksi Penerbitan Perijinan I.
f. Bidang Pelayanan Perijinan II, membawahi:

1. Seksi Validasi Data Perijinan II;
4. Seksi Pemrosesan Perijinan II;
5. Seksi Penerbitan Perijinan II.
g.  Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Pasal 4
Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 5
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan
(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. menetapkan kebijakan teknis dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

b. memvalidasi penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

c. memimpin pelaksanaan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; 

d. memimpin pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

e. mengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

f. memimpin pembinaan penyelenggaraan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
g. memimpin pelaksanaan administrasi dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu daerah; 
h. menyusun dan merumuskan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 6
(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
a. menyusun rancangan kebijakan dinas;

b. mengkoordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang;

c. melaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, kehumasan keprotokolan dan kelembagaan; 

d. mengkoordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;

e. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;

f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, kesejahteraan pegawai, analisis jabatan dan beban kerja;

g. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP) kegiatan dinas;
h. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Paragraf 1
Sub Bagian Penyusunan Program
                Pasal 7
(1) Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan anggaran, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:

a. Pengumpulan dan pepenganalisaan data seluruh  kegiatan Dinas;

b. Penyusunan rencana kegiatan dan program kerja dinas;

c.    Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan hasil pelaksanaan program kerja antar bidang;

d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksana kegiatan;
Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 8
(1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. Penyusunan perencanaan anggaran keuangan belanja langsung dan belanja tidak langsung;

b. Pelaksanaan penatausahaan dan verifikasi data keuangan;

c. Pelaksanaan pelaporan perkembangan realisasi anggaran;

d. Penyusunan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan
Paragraf 3
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 9
(1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga, rapat-rapat, penertiban pengamanan pemeliharaan kebersihan kantor dan perlengkapan, pengelolaan aset, penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara, dan melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
(a) Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian;

(b) Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, surat - menyurat dan kearsipan;

(c) Penyelenggaraan urusan rumah tangga, rapat- rapat

(d) Penyelenggaraan penertiban, pengamanan dan pemeliharaan kebersihan kantor dan lingkungan Dinas;

(e) Penyusunan rencana kebutuhan barang, termasuk inventarisasi barang, pengadaan, perawata dan pemeliharaan;

(f) Penyusunan laporan secara berkala urusan barang inventari Dinas;
Bagian Ketiga
Bidang Pengembangan dan Pengendalian 
Penanaman Modal
Pasal 10
(1) Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi :

a. merumuskan kebijakan teknis pengembangan iklim penanaman modal;
b. menyusun kajian peta potensi investasi dan peta penanaman modal;
c. melaksanakan bimbingan teknis pengembangan potensi daerah;
d. menyusun rencana umum penanaman modal daerah kabupaten;
e. melaksanakan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
f. melaksanakan publikasi pengembangan potensi daerah;
g. mengkoordinasikan kebijakan perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
h. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan pengembangan iklim penanaman modal;
i. menyusun usulan bidang usaha terbuka dan tertutup dengan persyaratan;
j. menyusun usulan bidang usaha yang mendapatkan prioritas tinggi;
k. merumuskan usulan pemberian, insentif dan kemudahan daerah dibidang penanaman modal;
l. melaksanakan koordinasi, identifikasi dan inventarisasi kebijakan dan peraturan penanaman modal;
m. menyusun pedoman teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
n. mengkoordinasikan dengan pemerintah dan pemerintah provinsi dibidang pengendalian pelaksanan penanaman modal;
o. melaksanakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal; 
p. melaksanakan inventarisasi dan identifikasi undang - undang terkait hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;
q. melaksanakan administrasi dan tata usaha Bidang Pengembangan Dan Pengendalian Penanaman Modal;
r. memantau realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah.

s. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal.
t. melaksanakan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan

u. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat; dan
v. 
melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Paragraf 1

Seksi Pengembangan Penanaman Modal                Pasal 11
(1) Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi Pengembangan Penanaman Modal
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi :
a. menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan iklim penanaman modal;
b. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi potensi daerah;
c. melaksanakan penyusunan peta potensi investasi dan peta penanaman modal;

d. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pengembangan potensi daerah;

e. melaksanakan kegiatan pengembangan potensi daerah;

f. melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi optimalisasi potensi daerah;

g. melaksanakan analisis terhadap hasil kajian-kajian potensi dan peluang investasi;

h. menyiapkan data sebagai bahan publikasi pengembangan potensi daerah;

i. menyiapkan usulan bidang usaha yang mendapatkan prioritas tinggi;

j. melaksanakan identifikasi dan inventarisasi kebijakan dibidang pengembangan iklim penanaman modal;
k. mengkaji dan mengusulkan kebijakan dibidang pengembangan iklim penanaman modal;
l. menyusun rencana umum penanaman modal daerah kabupaten;
m. menyiapkan bahan rumusan usulan bidang-bidang usaha tertutup dan terbuka dengan persyaratan;
n. menyiapkan bahan rumusan usulan insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah;
o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengembangan penanaman modal; dan
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Paragraf 2

Seksi Pengendalian Penanaman Modal                Pasal 12
(1) Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas membantu merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi pengendalian penanaman modal.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal mempunyai fungsi :
a. menyiapkan potensi realisasi/bahan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

b. memantau dan mengevaluasi data realisasi pelaksanaan penanaman modal dalam laporan kegiatan penanaman modal yang disampaikan oleh penanam modal;

c. menyiapkan  bahan analisa laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dari hasil kunjungan lapangan;

d. menyiapkan bahan laporan realisasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu secara periodik;

e. menginventarisasi dan mengidentifikasi undang - undang terkait hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal;

f. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pembinaan pelaksanaan penanaman modal;

g. menyiapkan bahan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan di bidang penanaman modal;

h. menginventarisasi berkas permohonan pembatalan/ pencabutan ijin prinsip/ ijin usaha yang disampaikan oleh penanam modal;

i. melaksanakan kegiatan kunjungan lapangan untuk pembuatan berita acara pemeriksaan proyek/ perusahaan;

j. menyiapkan konsep surat keputusan pembatalan/ pencabutan ijin prinsip/ ijin usaha perusahaan;

k. menyiapkan bahan untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;

l. menyiapkan bahan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan kepada penanam modal;  

m. menyiapkan laporan hasil pembinaan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pelaksanaan pembinaan;

o. melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pengawasan penanaman modal;

p. menyiapkan data pengawasan terhadap perusahaan sebagai kewajiban penyampaian laporan realisasi penggunaan fasilitas;

q. melaksanakan pengawasan terhadap perusahaan atas kapasitas ijin produksi (IUT/ IUI);
r. menyiapkan data pengawasan terhadap perusahaan yang mempunyai indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
s. menyiapkan bahan laporan pengawasan yang terkait dengan tugas dan fungsi pengawasan; dan
t. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 
Paragraf 3

Seksi  Pelayanan  Pengaduan 

Pasal 13
(1) Kepala Seksi  Pelayanan  Pengaduan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi pelayanan pengaduan
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan mempunyai fungsi :
a. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pelayanan dan pengaduan;

b. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pelayanan pengaduan;

c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan program kerja bidang pelayanan pengaduan;

d. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di seksi pelayanan pengaduan;

e. melaksanakan pengkajian perumusan pedoman penyelenggaraan pelayanan pengaduan;

f. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi pelayanan pengaduan;

g. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di seksi pelayanan pengaduan;

h. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan di seksi pelayanan pengaduan;

i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di seksi pelayanan  pengaduan;

j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanakan pelayanan pengaduan; dan
l. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Promosi dan Sistem Informasi
Pasal 14
(1) Kepala Bidang Promosi dan Sistem Informasi mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan dan melaksanakan promosi, menyiapkan sarana prasarana promosi penanaman modal, melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan analisis data di bidang penanaman modal serta mengembangkan sistem informasi penanaman modal.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Promosi dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :
a. merumuskan dan menyusun kebijakan teknis dan pengembangan promosi penanaman modal;

b. menyusun bahan kajian peta potensi investasi daerah yang siap dipromosikan kepada penanam modal;

c. melaksanakan market survey dan market intelligent;

d. merencanakan promosi penanaman modal;

e. menyusun dan melaksanakan pengembangan strategi promosi;

f. menyusun pedoman teknis pelaksanaan promosi penanaman modal;

g. mengkoordinasikan kebijakan promosi penanaman modal;

h. melaksanakan fasilitasi dan promosi penanaman modal;

i. melaksanakan koordinasi, publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi;

j. melaksanakan fasilitasi calon penanam modal di dalam negeri dan penerimaan misi/kunjungan calon penanam modal;

k. merumuskan dan mengkoordinasi kebijakan teknis data dan sistem informasi;

l. menyusun data statistik, analisis dan pengolahan data informasi penanaman modal;

m. mengembangkan sistem informasi penanaman modal;

n. menyiapkan bahan visualisasi data dan informasi penanaman modal;

o. mengkoordinasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;

p. melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sistem informasi penanaman modal;

q. melaksanakan  monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan promosi, data dan sistem informasi;
r.  memverifikasi/memvalidasi dan pengolahan data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
s.  menganalisa dan mengevaluasi data perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
t.  melaksanakan pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem informasi penanaman modal;
u. melaksanakan administrasi dan tata usaha Bidang Promosi dan Sistem Informasi; dan
v. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Paragraf 1

Seksi Promosi
   Pasal 15
(1) Kepala Seksi Promosi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi promosi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Promosi mempunyai    fungsi :
a. menyiapkan bahan perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan pengembangan promosi penanaman modal;

b. melaksanakan kegiatan analisis hasil kajian potensi dan peluang investasi daerah;

c. membantu menyiapkan bahan market survey dan market intelligent;

d. membantu menyiapkan bahan penyusunan kajian peta potensi investasi daerah yang siap dipromosikan kepada penanam modal;

e. membantu menyiapkan bahan perencanaan promosi penanaman modal;

f. membantu menyiapkan bahan penyusunan dan pelaksanaan pengembangan strategi promosi;

g. membantu menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan promosi penanaman modal;

h. membantu menyiapkan bahan pengkoordinasian kebijakan promosi penanaman modal;

i. membantu menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi dan promosi penanaman modal;

j. membantu menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, publikasi dan distribusi bahan-bahan promosi;

k. membantu menyiapkan bahan pelaksanaan fasilitasi calon penanam modal dan penerimaan misi/kunjungan calon penanam modal;

l. membantu menyiapkan bahan, sarana dan prasarana promosi;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan promosi, pelaksanaan promosi serta sarana dan prasarana promosi penanaman modal; dan
n. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Paragraf 2

Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi   
Pasal 16
(1) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi pengolahan data dan sistem informasi.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pengolahan Data dan Sistem Informasi mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pengkoordinasian kebijakan teknis data dan sistem informasi;

b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan data statistik, analisis dan pengolahan data informasi penanaman modal;

c. melaksanakan kegiatan pengumpulan data dan informasi penanaman modal;

d. melaksanakan kegiatan verifikasi data dan informasi sebagai bahan analisis data penanaman modal;

e. melaksanakan penyiapan bahan pemutahiran data dan informasi penanaman modal;

f. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem informasi penanaman modal

g. melaksanakan penyiapan bahan visualisasi data dan informasi penanaman modal;

h. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal;
i. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sistem informasi penanaman modal;
j. melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan verifikasi dan pengolahan data, analisis dan evaluasi data serta sistem informasi; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Paragraf 3

Seksi Pelaporan 

Pasal 17
(1) Kepala Seksi Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi pelaporan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelaporan mempunyai fungsi :
a. melaksanakan kegiatan penyusunan program kegiatan lingkup seksi pelaporan;
b. melaksanakan kegiatan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma, dan kriteria sesuai bidang tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman dan standar operasional prosedur (SOP) terhadap evaluasi dan pelaporan;
d. membantu melaksanakan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis evaluasi dan pelaporan;

e. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana kerja;
f. melaksanakan kegiatan evaluasi dan menyusun laporan perkembangan dan realisasi;

g. melaksanakan pemberian masukan yang perlu sesuai seksi tugasnya; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.  
Bagian Kelima
Bidang Pelayanan Perijinan I
Pasal 18
(1) Kepala Bidang Pelayanan Perijinan I mempunyai tugas yang melaksanakan tugas-tugas teknis operasional pelayanan perijinan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang aset daerah, bidang ketenagakerjaan, bidang energi dan pertambangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada maksud ayat (1), Bidang Pelayanan Perijinan I mempunyai fungsi :

a. menyusun program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur perijinan dan non perijinan;
b. menyelenggarakan pelayanan administrasi perijinan secara terpadu;
c. mengkoordinasi proses pelayanan perijinan dan non perijinan;
d. melaksanakan pengelolaan sistem informasi pelayanan perijinan dan non perijinan secara elektronik;
e. melaksanakan administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan;
f. memantau dan mengevaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan; 
g. menetapkan besaran restribusi perijinan (SKRD);
h. melaksanakan penagihan atas tunggakan restribusi perijinan;
i. melaksanakan administrasi dan tata usaha Bidang Pelayanan Perijinan I; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Paragraf 1

Seksi Validasi Data Perijinan I 

Pasal 19
(1) Kepala Seksi Validasi Data Perijinan I mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi validasi data perijinan I.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Validasi Data Perijinan I mempunyai fungsi :
a. melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman teknis dan rencana program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perijinan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang aset daerah, bidang ketenagakerjaan, bidang energi dan pertambangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan;
b. melaksanakan validasi terhadap berkas permohonan perijinan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang aset daerah, bidang ketenagakerjaan, bidang energi dan pertambangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan;
c. melaksanakan pendataan permohonan perijinan bidang bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang aset daerah, bidang ketenagakerjaan, bidang energi dan pertambangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan.;
d. melaksanakan penyusunan survey kepuasan masyarakat;
e. melaksanakan penerapan Standar Pelayanan perijinan;
f. melaksanakan system pelayanan perijinan online
g. melaksanakan pengembangan terhadap aplikasi perijinan;
h. melaksankan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan terhadap pelaksanaan program kerja Seksi Validasi Data Perijinan I; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Paragraf 2
Seksi Pemrosesan Perijinan I 

Pasal 20

(1) Kepala Seksi Pemrosesan Perijinan I mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi pemrosesan perijinan I
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemrosesan Perijinan I mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunan pedoman teknis dan rencana program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pemrosesan perijinan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang aset daerah, bidang ketenagakerjaan, bidang energi dan pertambangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan;
b. melaksanakan pemrosesan perijinan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang aset daerah, bidang ketenagakerjaan, bidang energi dan pertambangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan sesuai standar pelayanan;
c. melaksanakan penyusunan jadwal dan melaksanakan peninjauan lokasi perijinan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang aset daerah, bidang ketenagakerjaan, bidang energi dan pertambangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan;
d. melaksanakan koordinasi terkait teknis regulasi sektoral dalam penyelenggaraan pemrosesan perijinan;
e. melaksanakan penerapan standar pelayanan perijinan;
f. melaksanakan system pelayanan perijinan online;
g. melaksanakan pengembangan terhadap aplikasi perijinan;
h. melaksankan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan terhadap pelaksanaan program kerja seksi pemrosesan perijinan I; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Paragraf 3

Seksi Penerbitan Perijinan I 

Pasal 21

(1) Kepala Seksi Penerbitan Perijinan I mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi penerbitan perijinan I.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penerbitan Perijinan I mempunyai fungsi :
a. melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman teknis dan rencana program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur penerbitan perijinan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang aset daerah, bidang ketenagakerjaan, bidang energi dan pertambangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan;
b. melaksanakan penerbitan konsep naskah dokumen perijinan bidang pekerjaan umum dan tata ruang, bidang lingkungan hidup, bidang perhubungan, bidang sosial, bidang pendidikan, bidang aset daerah, bidang ketenagakerjaan, bidang energi dan pertambangan, bidang pertanian, bidang peternakan dan perikanan sesuai standar pelayanan;
c. menenetapkan besaran restribusi perijinan (SKRD);
d. melaksanakan penagihan atas tunggakan atas restribusi perijinan;
e. mendokumentasikan berkas penerbitan perijinan;
f. melaksanakan penerapan standar pelayanan perijinan;
g. melaksanakan system pelayanan perijinan online;
h. melaksanakan pengembangan terhadap aplikasi perijinan;
i. melaksankan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan terhadap pelaksanaan program kerja seksi penerbitan perijinan I; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Bagian Keenam
Bidang Pelayanan Perijinan II
Pasal 22
(1) Kepala Bidang Pelayanan Perijinan II mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas teknis operasional pelayanan perijinan bidang pertanahan, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pariwisata dan budaya, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang koperasi dan usaha mikro, bidang komunikasi dan informatika, bidang kesehatan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada maksud ayat (1), Bidang Pelayanan Perijinan II mempunyai fungsi :

a. menyusun program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur perijinan dan non perijinan;

b. menyelenggarakan pelayanan administrasi perijinan secara terpadu;

c. mengkoordinasi proses pelayanan perijinan dan non perijinan;

d. mengelola sistem informasi pelayanan perijinan dan non perijinan secara elektronik;

e. melaksanakan administrasi pelayanan perijinan dan non perijinan;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelayanan perijinan dan non perijinan; 

g. menetapkan besaran restribusi perijinan (SKRD);
h. melaksanakan penagihan atas tunggakan restribusi perijinan;
i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang Pelayanan Perijinan II; dan
j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Paragraf 1

Seksi Validasi Data Perijinan II
Pasal 23
(1) Kepala Seksi Validasi Data Perijinan II mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi validasi data perijinan II.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Validasi Data Perijinan II mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunan pedoman teknis dan rencana program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pelayanan perijinan bidang pertanahan, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pariwisata dan budaya, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang koperasi dan usaha mikro, bidang komunikasi dan informatika, bidang kesehatan;
b. melaksanakan validasi terhadap berkas permohonan perijinan bidang bidang pertanahan, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pariwisata dan budaya, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang koperasi dan usaha mikro, bidang komunikasi dan informatika, bidang kesehatan;
c. melaksanakan pendataan permohonan perijinan bidang bidang pertanahan, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pariwisata dan budaya, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang koperasi dan usaha mikro, bidang komunikasi dan informatika, bidang kesehatan;
d. melaksanakan penyusunan survey kepuasan masyarakat;
e. melaksanakan penerapan Standar Pelayanan perijinan;
f. melaksanakan system pelayanan perijinan online;
g. melaksanakan pengembangan terhadap aplikasi perijinan;
h. melaksankan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan terhadap pelaksanaan program kerja seksi validasi data perijinan II; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Paragraf 2

Seksi Pemrosesan Perijinan II
Pasal 24
(1) Kepala Seksi Pemrosesan Perijinan II mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi pemrosesan perijinan II.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pemrosesan Perijinan II mempunyai fungsi :
a. melaksanakan penyusunan pedoman teknis dan rencana program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur pemrosesan perijinan bidang bidang pertanahan, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pariwisata dan budaya, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang koperasi dan usaha mikro, bidang komunikasi dan informatika, bidang kesehatan;
b. melaksanakan pemrosesan perijinan bidang pertanahan, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pariwisata dan budaya, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang koperasi dan usaha mikro, bidang komunikasi dan informatika, bidang kesehatan sesuai standar pelayanan;
c. menyusun jadwal dan melaksanakan peninjauan lokasi perijinan bidang pertanahan, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pariwisata dan budaya, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang koperasi dan usaha mikro, bidang komunikasi dan informatika, bidang kesehatan;
d. melaksanakan koordinasi terkait teknis regulasi sektoral dalam penyelenggaraan pemrosesan perijinan;
e. melaksanakan penerapan standar pelayanan perijinan;
f. melaksanakan system pelayanan perijinan online;
g. melaksanakan pengembangan terhadap aplikasi perijinan;
h. melaksankan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan terhadap pelaksanaan program kerja seksi pemrosesan perijinan II; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Paragraf 3
Seksi Penerbitan Perijinan II
Pasal 25
(1) Kepala Seksi Penerbitan Perijinan II mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis serta melaksanakan urusan seksi penerbitan perijinan II.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penerbitan Perijinan II mempunyai fungsi :
j. melaksanakan penyusunan pedoman teknis dan rencana program kegiatan, standar pelayanan publik dan standar operasional prosedur penerbitan perijinan bidang bidang pertanahan, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pariwisata dan budaya, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang koperasi dan usaha mikro, bidang komunikasi dan informatika, bidang kesehatan;
k. melaksanakan penerbitan konsep naskah dokumen perijinan bidang pertanahan, bidang perdagangan dan perindustrian, bidang pariwisata dan budaya, bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang koperasi dan usaha mikro, bidang komunikasi dan informatika, bidang kesehatan;
a. melaksanakan penetapan besaran restribusi perijinan (SKRD);
b. mendokumentasikan berkas penerbitan perijinan;
c. melaksanakan penerapan standar pelayanan perijinan;
d. melaksanakan system pelayanan perijinan online;
e. melaksanakan pengembangan terhadap aplikasi perijinan;
f. melaksankan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan terhadap pelaksanaan program kerja seksi penerbitan perijinan II; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Pasal 26

(1) Kepala Bidang Pelayanan Perijinan I dan Kepala Bidang Pelayanan Perijinan II mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan pelayanan perijinan dengan dibantu Kepala Seksi pada Bidang Pelayanan Perijinan I dan Kepala Seksi pada Bidang Pelayanan Perijinan II sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Ketentuan mengenai jenis Pelayanan Perijinan I dan Pelayanan Perijinan II ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 27
(1) UPT merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas.

(2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28
Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPT Dinas ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.
BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 30
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organnisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya mesing-masing.
(2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(4) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Blitar Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tatakerja Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 32
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal                        
BUPATI BLITAR,
RIJANTO
Diundangkan di Blitar
pada tanggal            
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

PALAL ALI SANTOSO
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016 NOMOR....
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